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Ikhtisar Putusan

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa memiliki hak
konstitusional untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta juga memiliki hak untuk
dipilih sebagai Presiden.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah
pengujian Pasal 222 UU 7/2017 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang
mengadili permohonan Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, bahwa pada pokoknya Pemohon
mendalilkan bahwa dengan berlakunya ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil
Presiden (presidential threshold) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 222 UU 7/2017 telah
mengakibatkan terbatasnya pilihan calon-calon pemimpin rakyat di masa depan (calon
Presiden) dan menurut Pemohon pemilihan umum yang jujur dan adil adalah pelaksanaan
pemilihan umum yang memberikan kesempatan kepada semua, dalam hal ini partai politik
peserta pemilihan umum untuk mengusung pasangan calon presiden dan/atau wakil
presiden tanpa adanya ambang batas pencalonan;

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kedudukan hukum tersebut, Mahkamah
pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum perseorangan warga negara dalam
mengajukan permohonan pengujian ketentuan ambang batas pencalonan Presiden in
casu Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 bertanggal 24 Februari 2022, pada
paragraf [3.6.2] dan paragraf [3.6.3].

b. Bahwa dalam putusan tersebut terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang
mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), yakni Hakim Konstitusi Manahan
M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih serta Hakim Konstitusi
Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra. Dalam pendapat berbeda tersebut, yang
selengkapnya termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021,
Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih
berpendapat meskipun Pemohon perseorangan memiliki kedudukan hukum untuk



mengajukan permohonan mengenai ketentuan ambang batas pencalonan Pasangan
Presiden dan Wakil Presiden, akan tetapi dalam pokok permohonan berpendapat tidak
beralasan menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon ditolak. Adapun Hakim
Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra berpendapat Pemohon
perseorangan memiliki kedudukan hukum dan dalam pokok permohonan berpendapat
beralasan menurut hukum, sehingga mengabulkan permohonan Pemohon.

c. Bahwa berdasakan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-
XIX/2021 tersebut, terkait dengan kualifikasi Pemohon sebagai perseorangan warga
negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih, menurut Mahkamah Pemohon telah
mengetahui hasil hak pilihnya dalam pemilu legislatif tahun 2019 akan digunakan juga
sebagai bagian dari persyaratan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan
Wakil Presiden pada tahun 2024 yang hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik peserta Pemilu, sehingga tidak terdapat kerugian konstitusional
Pemohon. Persoalan jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan
berkontestasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak berkorelasi dengan
norma Pasal 222 UU 7/2017 karena norma a quo tidak membatasi jumlah pasangan
calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden. Dengan demikian, selain Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional
dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017, juga tidak terdapat hubungan sebab
akibat norma a quo dengan hak konstitusional Pemohon sebagai pemilih dalam Pemilu.

d. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah,
Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo,
sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menjatuhkan
putusan yang amarnya, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.



